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INTISARI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai 2019 dilihat dari: (1) Rasio Efektivitas PAD, (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (3) Rasio Kesesuaian, (4), Rasio Pertumbuhan, dan (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Ini penelitian mengumpulkan data sekunder pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. Analisis menunjukkan keuangan Kinerja Kabupaten Sleman dilihat dari (1) Rasio Efektifitas dari PAD dapat dikatakan efektif, karena efektifitasnya rata-rata sebesar 110%. (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong efisien karena besarnya rata-rata rasio ini sebesar 88,6%. (3) Rasio Kesesuaian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sleman mengalokasikan dana terbanyak dari anggarannya untuk daerah pengeluaran operasional yang rata-rata sebesar 74,15% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 15,92%. (4) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan.  (5) Rasio Kemandirian Keuangan daerah masih diklasifikasikan sebagai cukup tinngi dan dalam kategori pola hubungan konsultatif dan partisipatif karena rasio rata-rata 51,04%.
Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Kesesuaian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
ABSTRACK

The purpose of this study is to analyze the financial performance of Sleman Regency from 2015 to 2019 in terms of: (1) PAD Effectiveness Ratio, (2) Regional Financial Efficiency Ratio, (3) Conformity Ratio, (4) Growth Ratio, and (5) ) Regional Financial Independence Ratio. This research is descriptive quantitative. This study collected secondary data at the Central Bureau of Statistics (BPS) Sleman Regency. The analysis shows the financial performance of Sleman Regency, seen from (1) the effectiveness ratio of PAD can be said to be effective, because the effectiveness is an average of 110%. (2) Regional Financial Efficiency Ratio is classified as efficient because the average ratio is 88.6%. (3) Conformity Ratio can be said that Sleman Regency allocates the most funds from its budget for operational expenditure areas with an average of 74.15% compared to the average capital expenditure of 15.92%. (4) Regional Financial Performance of Sleman Regency when viewed from the Growth Ratio of PAD grows positively. The realization of PAD in Sleman Regency from 2015 to 2019 has increased. (5) Regional Financial Independence Ratio is still classified as high enough and in the category of consultative and participatory relationship patterns because the average ratio is 51.04%.

Keywords : Regional Financial Performance, Effectiveness Ratio PAD,  Financial Efficiency Ratio, Ratio of Suitability, Growth Ratio and Ratio of Regional Financial Independence.

PENDAHULUAN

Suatuxdaerah dapat maju dan berkembangxjika mampu menciptakan roda pemerintahan yang bersih, transparan, penerapan value for moneyxyang benar, serta akuntabilitasnyaxtinggi. Pemerintah daerahxadalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur rumah tangga pemerintahan di daerah,xpembangunan daerah, danxmemberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang tidak berorientasixpada keuntungan,xpemerintah daerah memiliki tujuan utama yang harus di penuhi,xyaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar.xPelayanan tersebut antara lain :xpendidikan,xkesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum,xtransportasi publik, infrastruktur, danxpenyediaan barang kebutuhan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010).xFungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan denganxlaporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi,xsosial, dan politik.xDengan demikian, dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu dalam menganalisis suatu laporan keuangan,xdalam perhitungan analisis laporan keuangan dapat menggunakanxmetode-metode dan salah satunya yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.
Penilaian kinerja keuangan sangatxpenting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalamxmenghasilkan pelayanan publik yang baik. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015)
LANDASAN TEORI

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Berdasarkan peraturan Permendagri No.13 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dalam masyarakat daerah. APBD dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap masing – masing daerah. Dalam penerapannya, belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah  dan mensejahterakan masyarakatnya.
Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian (2002:329) kinerja (performance) adalahxgambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaaan suatu program/ kegiatan/kebijakan dalam skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.xMaksudnya, setiap organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang dalam visi dan misi organisasi. 

Penilaian kinerja merupakan bagianxdari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalianxmanajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment system yang digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi manajemn (Mardiasmo, 2002:58).

Tujuan Pengukuran Kinerja
Menurut Mardiasmo (2002:122) tujuan pengukuran kinerja adalah:

a. Untuk mengkomunikasikanxstrategi secara lebih baik.

b. Untuk mengukur kinerjaxfinansial dan non-finansial secara berimbangxsehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

c. Untuk
mengakomodasixpemahamanxkepentingan manajer
level menengah dan bawah serta motivasi untukxmencapai goal congruence.

d. Sebagai alat untuk mencapaixkepuasan berdasarkan pendekatan individual danxkemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat Pengukuran Kinerja
Menurut Mardiasmo (2002:122) manfaat pengukuran kinerja adalah:

a. Memberikan pemahamanxmengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
b. Memberikan arahan untuk mencapaixkinerja yang ditetapkan.
c. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja kemudian membandingkan dengan target kinerja,xserta melakukan tindakanxkorektif untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik.
d. Sebagai dasar pemberianxreward dan punishment secara objektif sesuai dengan pengukuran kinerjaxyang telah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi antara atasanxdan bawahan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
f. Membantu untuk mengidentifikasi dan memperbaikixtentang bagaimana kepuasan pelanggan tersebut sudah terpenuhi.
g. Membantu bahwa pengambilanxkeputusan dilakukan secara objektif.
Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim : 2002).

Rasio Efektivitas PAD

Rasio EfektivitasxPAD xmenunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143).xRumus rasio ini adalah sebagai berikut :

Rasio Efektivitas PAD = [image: image2.png]realisasi PAD
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 X 100%

Kriteria RasioxEfektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah :

1) Jika diperolehxnilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif
2) Jika diperoleh nilaixsama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
3) Jika diperoleh nilaixlebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkanxbagaimana perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.xKinerja. Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan proses pengambilan pendapatan.xdikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.xSemakin kecil nilai Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Oleh karena itu,xpemerintah daerah perlu menghitung secara cermat dan teliti berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pengambilan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.xRumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :
REKD = [image: image4.png]Realisasi Belanja Daerah
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 x 100%

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
	Kriteria Efisiensi
	Presentase Efisiensi

	100% keatas
	Tidak Efisien

	100%
	Efisien Berimbang

	Kurang dari 100%
	Efisien


Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

Rasio Keserasian
Rasio keserasian menggambarkanxbagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikanxuntuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236).xAda 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio belanja operasixmerupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.xRasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.xBelanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran,xsehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.xPada umumya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.xPemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 2010:164).xRasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belanja Operasi = [image: image6.png]Total Belanja Operasi
Total Belanja Daerah



 x 100%

Rasio belanja modalxmerupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.xBerdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.xBelanja modal memberikan manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat rutin.cPada umumnya proporsi belanja modal degan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010:164).xRasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal = [image: image8.png]Total Belanja Modal
Total Belanja Daerah



 x 100%

Dalam perhitungan rasiocbelanja modal belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadapxAPBD yang ideal,xkarena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.xMeskipun demikian, sebagai daerah di Negaracberkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Dengan demikian, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah
Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaatxuntuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran,xkinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatf (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.xDengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007).xRumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

r = [image: image10.png]



Keterangan :

r 
= Rasio Pertumbuhan
Pn 
= TotalxPendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

Po
= Total PendapatanxDaerah/PAD/Belanja Modal/Belanja


Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)
Rasio pertumbuhan berfungsicuntuk mengevaluasi potensi - potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian.xSemakin tinggi nilai total pendapatan daerah (TPD), PAD, danxbelanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi,xmaka pertumbuhannya adalah positif.xArtinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya.xJika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal,xmaka pertumbuhannya adalah negatif.cArtinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkanxtingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retibusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.xRasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerahcdibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain :xbagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007).xRumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

RKKD = [image: image12.png]PAD
Pendapatan Transfer



 x 100%

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunkan  menggambarkanxketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern).xSemakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ektern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.xRasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipas masyarakat dalam pembangunan daerah.xSemakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggixrasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipai masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.xSemakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.xSebagai pedoman dalam melihat pola hubungan denganskemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

        Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

	Kemampuan Keuangan
	Kemadirian (%)
	Pola Hubungan

	Rendah Sekali
	0% - 25%
	Instruktif

	Rendah
	25% - 50%
	Konsultatif

	Sedang
	50% - 75%
	Partisipatif

	Tinggi
	75% - 100%
	Delegatif


                    Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)
a. Pola hubungan instruktif,xdi mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
b. Pola hubungan konsultatif,xyaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
c. Pola hubungan partisipatif,xperanan pemerintah pusat sudah mulai berkurang,xmengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d. Pola hubungan delegatif,xyaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kerangka Kerja Penelitian
Gambar 2.1 kerangka kerja penelitian












METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keseserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten Sleman. Pemilihan sampel berlandaskan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi, yaitu kabupaten Sleman tahun 2015-2019.
Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor BPS yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman tahun anggaran 2015-2019.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalaha deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

1. Rasio Efektivitas PAD

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
3. Rasio Keserasian
4. Rasio Pertumbuhan
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Raiso Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dapatvdihitung dengan menggunakan rumus :
Rasio Efektivitas PAD = [image: image14.png]realisasi PAD
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 X 100%
Rasio Efektivitas PAD menunjukkanckemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.vSemakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari peritungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.1 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman Tahun  Anggaran 2015-2019

	Tahun Anggran
	Anggaran PAD

(dalam jutaan)
	Realisasi PAD

(dalam jutaan)
	REPAD

(%)
	Kriteria

	2015
	577.685.009.141,24
	643.130.079.828,03
	111%
	Efektif 

	2016
	648.841.915.155,32
	717.151.176.028,57
	110%
	Efektif 

	2017
	718.151.492.310,00
	825.637.751.681,82
	114%
	Efektif 

	2018
	821.071.767.742,63
	894.272.961.557,85
	108%
	Efektif 

	2019
	903.278.920.723,56
	972.049.575.206,45
	107%
	Efektif 



Sumber : BPKAD Sleman (data diolah penulis)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.1 diatas Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupeten Sleman rata-rata selalu mengalami penurunan dan peningkatan di tahun. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 111%, tahun 2016 menurun 1% menjadi 110%, tahun 2017 meningkat 4% menjadi 114%. Di tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 6% menjadi 108% dan kemudian di tahun 2019 menurun lagi sebesar 1%  menjadi 107%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Sleman untuk tahun 2015-2019 tergolong efektif karena hasil menunjukkan di atas 100%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 110%.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi KeuangancDaerah dapat dihitung dengan rumus :
REKD = [image: image16.png]Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Pendapatan Dacrah



 x 100%




Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingancantara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan denganvrealisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiendi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.2 Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun  Anggaran 2015-2019
	Tahun Anggran
	Realisasi Belanja

(dalam jutaan)
	Realisasi Pendapatan

(dalam jutaan)
	REKD

(%)
	Kriteria

	2015
	2.153.925.095.571,33
	2.294.622.764.756,12
	93%
	Efesien

	2016
	2.245.076.670.449,00
	2.329.097.456.006,80
	96%
	Efesien

	2017
	2.226.283.121.962,72
	2.615.515.097.398,98
	85%
	Efesien

	2018
	2.298.131.055.803,06
	2.712.794.080.456,21
	84%
	Efesien

	2019
	2.437.844.182.430,33
	2.840.636.285.803,45
	85%
	Efesien


Sumber : BPKAD Sleman (data diolah penulis)
Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rata - rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pendapatan daerah Kabupaten Sleman sebesar 2.294.622.764.756,12 naik menjadi 2.329.097.456.006,80 pada tahun 2016. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi 2.615.515.097.398,98. Dan pada tahun 2018 terjadi kenikan lagi pendapatan daerah menjadi 2.712.794.080.456,21. Naik kembali pada tahun 2019 menjadi 2.840.636.285.803,45. 
Kenaikan pendapatan daerah disertai dengan kenaikan belanja daerah dari tahun ke tahun. Total belanja daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 sebesar 2.153.925.095.571,33 mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi 2.245.076.670.449,00. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2.226.283.121.962,72. Tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 2.298.131.055.803,06 dan kemudian di tahun 2019 naik  menjadi 2.437.844.182.430,33.

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 88,6% atau dapat dikatan efisien karena tidak melebihi 100%. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untukcmemperoleh pendapatannya tidak terlalu besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini sudah baik karena sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya.vUntuk ke depannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat meminimalisir lagi jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya.xSehingga ke depannya dapat mempetahankan tingkat efisiensi belanja daerah

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitungcdengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Rasio Belanja Operasi = [image: image18.png]Total Belanja Operast
Total Belanja Daerah



 x 100%

Rasio Belanja Modal = [image: image20.png]Total Belanja Modal
Total Belanja Daerah



 x 100%


Rasio Keserasian menggambarkanvbagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.
Tabel 4.3 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Operasi)

	Tahun Anggran
	Total Belanja

(dalam jutaan)
	Realisasi Belanja Operasi (dalam jutaan)
	Rasio Belanja Operasi (%)

	2015
	2.584.776.070.636,63
	1.736.862.579.468,64
	67,19%

	2016
	2.434.726.681.006,42
	1.900.585.606.945,67
	78,06%

	2017
	2.572.322.684.054,77
	1.844.485.148.134.00
	71,70%

	2018
	2.298.131.055.803,06
	1.886.682.958.936,50
	82,09%

	2019
	2.768.530.601.779,77
	1.986.041.696.572,86
	71,73%



Sumber : BPKAD Sleman (data diolah penulis)
Sedangkan Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal dapat dilihat di tabel di bawah ini :
Tabel 4.4 Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Modal)

	Tahun Anggran
	Total Belanja

(dalam jutaan)
	Realisasi Belanja Modal (dalam jutaan)
	Rasio Belanja Modal (%)

	2015
	2.584.776.070.636,63
	426.782.827.408,85
	16,51%

	2016
	2.434.726.681.006,42
	344.002.336.231,33
	14,12%

	2017
	2.572.322.684.054,77
	380.627.054.895,72
	14,79%

	 2018
	2.298.131.055.803,06
	411.312.404.568,56
	17,89%

	2019
	2.768.530.601.779,77
	451.531.360.857,47
	16,30%


Sumber : BPKAD Sleman (data diolah penulis)
Rasio Keserasian dibagi menjadi rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi Kabupaten Sleman dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Dimulai dari tahun 2015 sebesar 67,19%. Kemudian di tahun naik 2016 menjadi 78,06% dan pada tahun 2017 turun menjadi 71,70%. Pada tahun 2018 kembali naik menjadi 82,09% dan di tahun 2019  mengalami penuruna lagi menjadi 71,73%. Penurunan rasio belanja operasi di kabupaten Sleman tidak terlalu signifikan hanya sekitar 3% per tahun.
Rasio belanja modal di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2016 dan 2019. Sedangkan tahun - tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rasio belanja modal sebesar 16,51% turun menjadi 14,12% di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 naik menjadi 14,79%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 17,89% dan di tahun 2019 turun menjadi 16,30%.
Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Rasio belanja operasi masih sangat besar jika dibandingkan rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operas dikarenakan belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kabupaten Sleman lebih banyak mengeluarkan pengeluaran - pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman masih berkosentrasi pada pemenuhan belanja operasi. Hal itu mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Sleman kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu, ke depannya Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Oleh karena itu, pada dasarnya dana pada anggaran merupakan dana publik sehingga dana tersebut dimanfatkan untuk kepentingan publik.
4. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :


r = [image: image22.png]



Keterangan :

r 
= Rasio Pertumbuhan
Pn 
= Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

Po
= Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja


Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat di lihat di tabel di bawah ini :
Tabel 4.5 Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015-2019

	Keterangan (dalam jutaan)
	Tahun
	Rata - rata

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	PAD
	643.130.079.828,03
	717.151.176.028,57
	825.637.751.681,82
	894.272.961.557,85
	972.049.575.206,45
	

	Pertumbuhan PAD
	
	11,50%
	15,12%
	8,31%
	8,69%
	10.9%

	Pendapatan
	2.294.622.764.756,12
	2.329.097.456.006,8
	2.615.515.097.398,98
	2.712.794.080.456,21
	2.840.636.285.803,45
	

	Pertumbuhan Pendapatan
	
	1,50%
	12,29%


	3,71%
	4,71%
	5,55%

	Belanja Operasi
	1.736.862.579.468,64
	1.900.585.606.945,67
	1.844.485.148.134.00
	1.886.682.958.936,50
	1.986.041.696.572,86
	

	Pertumbuhan B.Operasi
	
	9,42%
	-2,95%
	2,28%
	5,26%
	3,50%

	Belanja Modal
	426.782.827.408,85
	344.002.336.231,33
	380.627.054.895,72
	411.312.404.568,56
	451.531.360.857,47
	

	Pertumbuhan B.Modal
	
	-19,39%
	10,64%
	8,06%
	9,77%
	2,27%


Sumber : BPKAD Sleman (data diolah penulis)
Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 pada pemerintah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2015 pendapatan daerah Kabupaten Sleman sebesar 2.294.622.764.756,12 naik menjadi 2.329.097.456.006,80 pada tahun 2016. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi 2.615.515.097.398,98. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan lagi menajdi 2.712.794.080.456,21 kemudian di tahun 2019 menjadi 2.840.636.285.803,45
Jika dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun rasio pertumbuhan PAD selalu mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan secara positif. Tahun 2015 tumbuh sebesar 10,48%. Tahun 2016 turun menjadi 1,50%. Tahun 2017 sebesar naik menjadi 12,29%. Tahun 2018 turun menjadi 3,71% dan di tahun 2019 naik menjadi 4,71%.
Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Sleman sebesar 643.130.079.828,03 atau sebesar 10,85% dari total pendapatan. Tahun 2016 naik menjadi 717.151.176.028,57 atau sebesar 11,50%  dari total pendapatan. Tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 825.637.751.681,82 atau sebesar 15,12% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 PAD naik menjadi 894.272.961.557,85 atau sebesar 8,31% dari total pendapatan dan di tahun 2019 naik menjadi 972.049.575.206,45 atau sebesar 8,69% dari total pendapatan.
Berdasarkan penghitungan rasio pertumbuhan PAD, rata-rata dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 10,9%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 15,12%. Diharapkan kedepannya Kabupaten Sleman selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimiliki pemerintah daerahnya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola pemerinthanan daerahnya sendiri.
Perkembangan rasio pertumbuhan belanja operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2015 tumbuh 9,42% dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi -2,95%. Tahun 2018 naik sebesar 2,28% dan di tahun 2019 naik kembali sebesar 5,2%. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,50%. 
Rasio pertumbuhan belanja modal juga mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -19,39%. Hal ini merupakan penurunan yang cukup signifikan. Kemudian di tahun 2016 naik menjadi 10,64%. Tahun 2018 pertumbuhan rasio belanja modal turun menjadi 8,06% dan di tahun 2019 naik lagi menjadi 9,77%. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,27%.
Jika dilihat dari perkembangan rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal cenderung fluktuatif. Proporsi belanja modal jumlahnya cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah  belanja operasi . Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman seharusnya bisa lebih mempriotritaskan pengalokasian dananya untuk belanja modal sehingga pembangunan di daerah Kabupaten Sleman bisa lebih optimal.
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapatcdihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
RKKD = [image: image24.png]PAD
Pendapatan Transfer



 x 100%



Rasio kemandirianxkeuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masayarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumbercpendapatan yang diperlukan daerah.nHasil dari perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat di lihat di tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015-2019

	Tahun Anggran
	Realisasi PAD

(dalam jutaan)
	Pendapatan Transfer

(dalam jutaan)
	RKKD

(%)
	Pola

Hubungan

	2015
	643.130.079.828,03
	1.646.360.587.532,09
	56,10%
	Partisipatif

	2016
	717.151.176.028,57
	1.602.998.761.228,23
	44,73%
	Konsultatif 

	2017
	825.637.751.681,82
	1.701.039.433.586,86
	48,53%
	Konsultatif

	2018
	894.272.961.557,85
	1.736.316.213.265,36
	51,50%
	Partisipatif

	2019
	972.049.575.206,45
	1.788.227.110.597,00
	54,35%
	Partisipatif


Sumber : BPKAD Sleman (data diolah penulis)
Berdasarkan perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak eksternal dalam hal ini merupakan bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan dan pola hubungnannya termasuk pola hubungan konsultatif dan partisipatif, di mana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Berawal pada tahun 2015 rasio kemandirian sebesar 56,10%, kemudian turun menjadi 44,73% di tahun 2016. Tahun 2017 rasio kemandirian meningkat smenjadi 48,53% dan naik lagi menjadi 51,50% di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 naik lagi menjadi 54,35%. Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Sleman memiliki rata-rata kemandiriannya tergolong cukup tinggi, karena sudah dalam kategori pola hubungan konsultatif dan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah, karena sudah tergolong interval 25-50% (konsultatif) dan interval 50-75% (partisipatif). Rasio kemandirian yang cukup tinggi menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sudah tidak terlalu bergantung bantuan dari pemerintah pusat.
PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong efektif. 
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dikatan efisien karena tidak melebihi 100%. 

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari rasio keserasian masih banyak mengalokasikan belanja operasi daripada belanja modalnya. 

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. 

5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sudah tergolong cukup tinggi dan dalam kategori pola hubungan konsultatif dan partisipatif. 

Saran
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman
Pemerintah Kabupaten Sleman harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman mempunyai dampak yang besar bagi masyarakatnya. Potensi yang di miliki antara lain : di bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, kebudayaan, perdagangan, hingga industri kreatif. Apabila pemerintah Kabupaten Sleman mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Dalam melakukan peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara cermat, benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah sagar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang mandiri,,mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peniliti selanjutnya diharapkan untuk lebih baik lagi dalam menganalisa kinerja keuanganxpemerintah daerah dan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak agar dapat menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.cSelain itu, diharapkan penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian dan jangka waaktu penelitiannya.
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